
  

BUPATI BARITO TIMUR 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR 

NOMOR Z& TAHUN 2020 

TENTANG 

JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN 

Menimbang 

Mengingat 

LINGKUNGAN HIDUP 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

a. 

BUPATI BARITO TIMUR, 

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak 

termasuk dalam Kriteria Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan Hidup (Amdal), wajib memiliki Dokumen 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), 

bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

dan Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.25/Menilhk/setjen/Kum.1/7/2018 

tentang pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha 

dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan 

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Bupati 

sesuai dengan kewenangannya menetapkan jenis rencana 

usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Upaya 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup (UKL-UPL), 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Barito Timur tentang Jenis Usaha Dan/Atau 

Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan 

Hidup, 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia...Nomor 

3419), | 2 | 
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4412): 

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 

Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten 

Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi 

Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4180), 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 

Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5285), 

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen 

Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 990), 

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 

Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan 

Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta 

Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256), 
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Menetapkan 

10. 

11. 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor P.25/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 
tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha 
dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan 

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 929): 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan 
Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan 

Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 930), 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Jenis 

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki 

Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011): 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS USAHA 

DAN ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA 

PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 

Bupati adalah Bupati Barito Timur. 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang 
selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai 

dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang 

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan 

bagi proses pengambilan keputusan tentang 

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya 

disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan 
terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak 
berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang 
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 
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(1) 

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 

Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya 

disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari 

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk 

melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan 

hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha 
dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan 
yang wajib AMDAL atau UKL-UPL. 

Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk 
aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap 
rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak 

terhadap lingkungan hidup. 

Skala/Besaran adalah batasan ukuran suatu jenis 

usaha dan/atau kegiatan yang ditentukan wajib UKL- 
UPL atau SPPL. 

Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan. 

Bidang Multisektor adalah bidang yang berisi jenis 

kegiatan yang bersifat lintas sektor merupakan 
kewenangan kementerian/Lembaga Pemerintah Non 

kementerian terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan 

semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup 
termasuk manusia dan perilakunya yang 
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta 
makhluk hidup lain. 

BAB II 

KRITERIA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN (UKL-UPL) 

Pasal 2 

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk 
dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL. 

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib 

memiliki UKL-UPL wajib membuat SPPL. 

Pasal 3 

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib 

memiliki UKL-UPL meliputi usaha dan/atau kegiatan 
yang memenuhi kriteria ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

  



(2) Dalam menentukan jenis rencana usaha dan/atau 

kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) Bupati wajib 

mempertimbangkan saran dan masukan dari dinas 

terkait. 

BAB III 

RUANG LINGKUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN 

WAJIB UKL-UPL 

Pasal 4 

Ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan yang wajib 

memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) meliputi usaha dan/atau kegiatan bidang: 
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 bidang multisektor: 

bidang pertanian, 

bidang peternakan: 

bidang perikanan: 

bidang perhubungan: 

bidang komunikasi dan informatika: 

bidang perindustrian, 

bidang energi sumberdaya dan mineral, 

bidang kesehatan, 

bidang pekerjaan umum, 

bidang perumahan dan kawasan permukiman 

kehutanan, 

. bidang pariwisata, dan 

bidang pengelolaan limbah B3. 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 5 

Apabila skala/besaran suatu jenis usaha dan/atau 

kegiatan lebih kecil daripada skala/besaran yang 

ditetapkan, tetapi berdasarkan pertimbangan ilmiah 

termasuk dalam kriteria wajib memiliki UKL-UPL, maka 

dapat ditetapkan menjadi jenis rencana usaha dan/atau 

kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL. 

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib 

dilengkapi dengan UKL-UPL sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4, ditinjau kembali sekurang-kurangnya 

sekali dalam 5 (lima) tahun. 
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BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Barito Timur. 

Ditetapkan di Tamiang Layang 

pada tanggal 27 OkK7oBEE 2020 

BUPATI BARITO TIMUR, 

AMPERA A.Y. Ss 

Diundangkan di Tamiang Layang 

pada tanggal 2f OKtoPtR 2020 

Pj.SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BARITO TIMUR, 

LEONARD S.AMPUNG 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2020 
NOMOR 46 

  

          

 


